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SURAT EDARAN
MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG
TATA NASKAH DINAS 

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  165  Tahun  2024  tentang
Kementerian  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Peraturan
Presiden  Nomor  166  Tahun  2024  tentang  Badan  Pelindungan  Pekerja
Migran  Indonesia,  Nomenklatur  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
Indonesia  berubah  menjadi  Kementerian  Pelindungan  Pekerja  Migran
Indonesia/Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  sehingga
diperlukan  penyesuaian  dari  segi  administratif  khususnya  terkait  tata
naskah dinas yang digunakan dalam komunikasi formal baik di internal
maupun eksternal. 

Pengaturan tata naskah dinas telah diatur dalam Peraturan Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 tentang Tata
Naskah  Dinas  di  Lingkungan  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
Indonesia. Namun dengan adanya perubahan nomenklatur kelembagaan
tersebut, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penggunaan tata naskah
dinas. 
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Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan 
oleh Balai Sertifikasi Elektronik 

Seiring dengan hal tersebut, Menteri Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah 

menetapkan Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik 
Indonesia Nomor 116 Tahun 2024 tentang Penetapan Logo Kementerian 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia sehingga perlu dilakukan penyesuaian penggunaan logo dalam 

tata naskah dinas.  
 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menerbitkan Surat Edaran 

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan 
Pekerja Migran Indonesia tentang Tata Naskah Dinas Kementerian 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia. 
 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 
 
Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu: 

1. terciptanya keseragaman dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di 
lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan 

2. terwujudnya tertib administrasi sebagai acuan bagi seluruh pegawai di 
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam penyelenggaraan tata 
naskah dinas. 
 

C. DASAR HUKUM 
 

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6994); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6141); 
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 250); 

4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 361); 

5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 362); 
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6. Peraturan  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  nomor  08
Tahun  2020  tentang  Tata  Naskah  Dinas  di  Lingkungan  Badan
Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 768);

7. Peraturan  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Nomor  6
Tahun  2022  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Balai  Pelindungan
Pekerja  Migran Indonesia  (Berita  Negara Republik  Indonesia  Tahun
2022 Nomor 598); dan 

8. Keputusan  Menteri  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia/Kepala
Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Republik  Indonesia
Nomor  116  Tahun  2024  tentang  Penetapan  Logo  Kementerian
Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia/Badan  Pelindungan  Pekerja
Migran Indonesia.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini terdiri atas:
1. penggunaan kop naskah dinas; 
2. penggunaan cap dinas; 
3. penomoran naskah dinas; dan 
4. kewenangan penandatanganan naskah dinas.

E. ISI SURAT EDARAN

1. Penggunaan Kop Naskah Dinas
a. kop naskah dinas jabatan

1) naskah  dinas  jabatan  merupakan  naskah  dinas  yang
ditandatangani  oleh  Menteri/Kepala  dan/atau  atas  nama
Menteri/Kepala;

2) kop naskah dinas jabatan memuat:
a) Lambang  Negara  pada  tengah  naskah  dinas  disertai

nama jabatan dengan huruf kapital secara simetris;
b) tulisan  “Menteri  Pelindungan  Pekerja  Migran

Indonesia/Kepala  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
Indonesia  Republik  Indonesia”  ditulis  menggunakan
huruf kapital tebal (bold) warna hitam, jenis font Times
New Roman, ukuran font 12 (dua belas); dan

c) format kop naskah dinas jabatan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai
Sertifikasi Elektronik
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b. kop naskah dinas instansi
1) naskah  dinas  instansi  merupakan  naskah  dinas  yang

ditandatangani  oleh  dan/atau  atas  nama  Wakil
Menteri/Wakil Kepala; 

2) kop naskah dinas instansi memuat:
a) Lambang  Negara  pada  tengah  naskah  dinas  disertai

nama jabatan dengan huruf kapital secara simetris;
b) tulisan  “Kementerian  Pelindungan  Pekerja  Migran

Indonesia/Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
Indonesia  Republik  Indonesia”  ditulis  menggunakan
huruf kapital tebal (bold) warna hitam, jenis font Times
New Roman, ukuran font 12 (dua belas);

c) format kop naskah dinas instansi:

c. kop naskah dinas unit organisasi
1) naskah dinas unit organisasi merupakan naskah dinas yang

ditandatangani  oleh  dan/atau  atas  nama  pimpinan
organisasi;

2) kop naskah dinas unit organisasi memuat:
a) kepala naskah dinas mencantumkan logo Kementerian

Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia/Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan nama unit
organisasi serta alamat lengkap;

b) logo  Kementerian  Pelindungan  Pekerja  Migran
Indonesia/Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
Indonesia dicantumkan di  sisi  kiri  atas naskah dinas
dan  nama  instansi  dan  nama  satuan  kerja  beserta
alamat  dicantumkan  di  sisi  sebelah  kanan
menggunakan rata kiri (align left);

c) warna tulisan pada naskah dinas menggunakan warna
hitam;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai
Sertifikasi Elektronik

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ 
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA
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d) tulisan  “Kementerian  Pelindungan  Pekerja  Migran
Indonesia/Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
Indonesia”  ditulis  menggunakan  huruf  kapital  tebal
(bold) font Red Hat Display, ukuran 12 (dua belas);

e) tulisan  nama  unit  organisasi  ditulis  menggunakan
huruf kapital tebal (bold) font Red Hat Display, ukuran
14 (empat belas);

f) tulisan  alamat  kantor,  nomor  telepon,  faksimili,  dan
laman situs instansi ditulis menggunakan font Red Hat
Display, ukuran 10 (sepuluh).

g) contoh format kop naskah dinas unit organisasi:

2. Penggunaan Cap Dinas
a. cap dinas jabatan

1) cap  dinas  jabatan  digunakan  untuk  naskah  dinas  yang
ditandatangani oleh dan/atau atas nama Menteri/Kepala
Ketentuan cap dinas jabatan:
a) stempel dinas mencantumkan nama jabatan;
b) warna tulisan menggunakan warna biru dengan kode

#1F3864;
c) tulisan pada stempel dinas ditulis menggunakan huruf

kapital font Red Hat Display; dan
d) stempel dinas berbentuk bulat dengan diameter 4 cm.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai
Sertifikasi Elektronik
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2) bentuk cap dinas jabatan 

b. cap dinas instansi
1) cap  dinas  instansi  digunakan  untuk  naskah  dinas  yang

ditandatangani  oleh  dan/atau  atas  nama  Wakil
Menteri/Wakil Kepala.
Ketentuan cap dinas instansi:
a) stempel dinas mencantumkan nama instansi;
b) warna tulisan menggunakan warna biru dengan kode

#1F3864;
c) tulisan pada stempel dinas ditulis menggunakan huruf

kapital font Red Hat Display; dan
d) stempel dinas berbentuk bulat dengan diameter 4 cm.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai
Sertifikasi Elektronik
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2) contoh cap dinas instansi:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai
Sertifikasi Elektronik
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c. cap dinas unit organisasi
1) cap  dinas  unit  organisasi  digunakan untuk naskah dinas

yang ditandatangani oleh dan/atau atas nama kepala unit
organisasi;
Ketentuan cap dinas unit organisasi:
a) stempel dinas mencantumkan nama instansi dan nama

unit organisasi;
b) warna tulisan menggunakan warna biru dengan kode

#1F3864;
c) tulisan pada stempel dinas di tulis menggunakan huruf

kapital font Red Hat Display; dan
d) stempel dinas berbentuk bulat dengan diameter 4 cm.

2) contoh cap dinas unit organisasi:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai
Sertifikasi Elektronik
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3. Penomoran Naskah Dinas

Penomoran naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang diatur di
Peraturan  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Nomor  08
Tahun  2020  Tentang  Tata  Naskah  Dinas  di  Lingkungan  Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

Contoh format penomoran naskah dinas:

(1) 04 : Nomor urut naskah dinas dalam satu tahun

(2) MEN : Kode Unit Kerja

(3) KA.05 Kode Klasifikasi Arsip

(4) XII : Bulan 

(5) 2024 : Tahun Penetapan

Ketentuan penggunaan kode unit kerja untuk penomoran naskah
dinas sebagai berikut:

NAMA SATUAN KERJA
KODE 

UNIT ORGANISASI

Menteri MEN
Wakil Menteri I WAMEN1
Wakil Menteri 2 WAMEN2
Sekretariat Jenderal SETJEN
Direktorat Jenderal Promosi dan 
Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri;

DITJEN1

Direktorat Jenderal Penempatan DITJEN2
Direktorat Jenderal Pelindungan DITJEN3
Direktorat Jenderal Pemberdayaan DITJEN4
Inspektorat Jenderal ITJEN

4. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas
Kewenangan  penandatangan  naskah  dinas  sesuai  dengan

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai
Sertifikasi Elektronik

Nomor : 04/MEN/KA.05/XII/2024
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F. PENUTUP 

Surat edaran ini dibuat sebagai pedoman bagi seluruh unit organisasi
dalam  penyelenggaraan  tata  naskah  dinas  Kementerian  Pelindungan
Pekerja  Migran  Indonesia/Badan  Pelindungan Pekerja  Migran  Indonesia
sampai  dengan  Peraturan  Menteri  Pelindungan  Pekerja  Migran
Indonesia/Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  tentang  Tata
Naskah  Dinas  di  Lingkungan  Kementerian  Pelindungan  Pekerja  Migran
Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diterbitkan.

Demikian  agar  Surat  Edaran  ini  dapat  dilaksanakan  dengan  sebaik-
baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2024

MENTERI PELINDUNGAN 
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL KADIR KARDING
19/HK.02.01/XII/2024
22 Desember 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai
Sertifikasi Elektronik
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